BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya peradaban dunia, semakin memicu potensi
kejahatan manusia di dunia. Seiring dengan berkembanganya ilmu
pengetahuan dan ilmu teknologi, manusia dengan mudah mampu
menciptakan kejahatan-kejahatan seperti halnya memalsukan uang, tindakan
ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan jumlah besar, akan
tetapi perbuatan itu sangat merugikan banyak pihak. Keinginan untuk
memperkaya diri dengan cara yang lebih mudah, mendorong seseorang untuk
melakukan tindak pidana pemalsuan uang.

Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai
harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan
komoditas lainnya.! Uang juga merupakan salah satu bentuk alat tukar-
menukar yang sah, sebagai alat pembayaran yang sah. Untuk memenuhi
semua kebutuhan manusia, manusia membutuhkan uang untuk mampu
memenuhi segala kebutuhannya. Dengan dasar ingin memenuhi segala
kebutuhannya itu manusia didorong untuk bekerja guna memperoleh uang
untuk memenuhi kebutuhannya.

Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha

untuk memiliki vang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang

! Ahmad Hasan, Mata Uang Islami, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 12.



melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat
berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya tindakan
pemalsuan mata uang. Menurut pembentuk undang-undang perbuatan meniru
atau memalsukan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank itu
merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan
umum terhadap mata uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut.?

Banyak manusia yang mengunakan cara cepat untuk mendapatkan uang,
diantaranya yaitu dengan melakukan pemalsuan uang. Dengan bantuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, manusia dengan mudah mampu menggandakan
sebuah mata uang persis dengan aslinya. Rekayasa pemalsuan uang yang
dilakukan dengan bantuan teknologi menjadi suatu kajian yang ilmiah.

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya
mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek).
“Pemalsuan” yaitu suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan
kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri
maupun bagi orang lain.? Kejahatan pemalsuan pada pokoknya ditunjukkan
bagi perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap kebenaran.

Setiap negara memiliki peraturan sebagai pedoman kepada setiap warga
negaranya demi tercipta ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.
Dengan terbentuknya peraturan diharapkan kepada setiap warga negara taat

sehingga ada rasa takut untuk melakukan suatu kejahatan.

2 Adami Chazawi, Tindak Pidana Pemalsuan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 47.
3 Adami Chazawi, Kejahtan Mengenai Pemalsuan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 43.



Tindak pidana pemalsuan uang merupakan delik formil yaitu delik yang
dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu tindakan yang
terlarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan pula
tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materiil, dengan demikian
dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan secara jelas, lain dengan
formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya. Dalam delik formil
yaitu apabila perbuatan dan akibatnya terpisah menurut waktu, jadi
timbulnya akibat yang tertentu itu baru kemudian terjadi.*

Dalam sistem hukum pidana, kejahatan terhadap pemalsuan mata uang
dan uvang kertas merupakan suatu kejahatan yang berat, karena ancaman
pidana bagi pelaku kejahatan ini rata-rata maksimum sepuluh tahun penjara’
dan denda maksimum sepuluh milyar Rupiah, ketentuan ini diatur dalam UU
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Tindak pidana Pemlasuan Uang
dapat berupa:

1. Mengubah angka yang menunjukan harga mata uang menjadi angka

yang lebih tinggi atau lebih rendah.

2. Memalsukan uang kertas apabila uang kertas tulen diberi warna lain.

3. Memalsu mata uang logam berarti mengubah tubuh uang logam itu

dengan menggantikannya dengan logam lain, dan tidak dipedulikan

4 Sianturi, 7indak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, (Jakarta: Alumni AHMPTHM, 1983), 23.
> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bogor: Politeia,1983), 256.



apakah dengan demikian harga logamnya ditinggikan atau
direndahkan.®

Dikarenakan ruang lingkup tindak pidana ta’zir teramat luas
cakupannya, tidak ada satu nas (ayat dn atau hadisf) pun yang menjelaskan
secara terperinci tentang jumlah batasan jarimah ta’zir tersebut. Maka dari
itu ruang lingkup jarimah ta’zir dapat diartikan sebagai segala perbuatan
maksiat yang tidak dikenakan hukuman Aad dan gishas, yang jumlahnya
sangat banyak.’

Oleh karena penelitian didalam skripsi ini difokuskan pada putusan
Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 137/ Pid.Sus/2011/Pn.Kdr tentang Tindak
Pidana Pemalsuan Uang, pembahasan hal yang bersifat Yuridis terhadap
perkara yang kemudian akan menghasilkan suatu bahan analisa yang dapat
dipergunakan untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam Ilmu
Hukum Pidana. Pada umumnya ada 6 macam unsur obyektif yang terdapat
dalam rumusan tindak pidana yaitu?®:

1. Tingkah laku seseorang (/handeling)

2. Akibat yang menjadi syarat mutlak delik

3. Unsur sifat melawan hukum yang dirumuskan secara formil

4. Unsur yang menentukan sifat perbuatan (voorwaarden die de straf
barheid bepalen)

5. Unsur melawan hukum yang memberatkan pidana

¢ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, ( Jakarta: PT Eresco,
1980), 177.

"A. Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19.
8Suharto, Hukum Pidana Materiil, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 3.



6. Unsur tambahan dari suatu tindak pidana (big komande voorwaar

denvan het straf barheid)

Bahan unsur-unsur dari angka 1 sampai dengan angka 6 adalah
rumusan perbuatan pidana yang mempunyai ciri-ciri khusus dalam unsur-
unsur yang berupa perbedaan materiil harus dimasukkan dalam uraian
surat dakwaan untuk dibuktikan di muka sidang pengadilan. Pada
pokoknya kejahatan uang palsu terdiri dari 4 unsur kegiatan pokok yaitu
meniru, memalsukan, mengedarkan, dan menyimpan.

Perbuatan meniru pada umumnya merupakan perbuatan membuat
sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang lain dan yang memberikan sifat
asli. Dalam hal meniru merupakan perbuatan membuat mata uang atau
uang kertas bank yang memperlihatkan sifat asli. Penghukuman terhadap
pembuat perbuatan peniruan mata uang kertas atau uang kertas bank,
tidak tergantung pada kurangnya banyaknya kesamaaan dengan yang asli,
hanya melakukan pembuatan mata uang.

Tindak pidana ini terjadi ketika saksi Imam Baehaqi bin Suyono
sedang berjualan bakpao keliling sedang melintasi jalan Penanggungan
Kecamatan Mojoroto Kota Kediri (depan Telkom) diberhentikan oleh
terdakwa yang waktu itu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J
warna merah hitam Nopol. AG 4795 BY yang pada saat itu situasi sudah
agak gelap, selanjutnya terdakwa membeli bakpao sebanyak 3 (tiga) biji
seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya membayar dengan uang

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu, selanjutnya saksi



Imam Baehaqi bin Suyono mengembalikan kembaliannya Rp. 43.000,-
(empat puluh tiga ribu) karena uang kembalianya kurang Rp 2000,- (dua
ribu) akhirnya oleh penjual diberi bakpao dua buah lagi, selanjutnya uang
kembalian Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu) tersebut diberikan kepada
terdakwa dan dimasukkan saku jaketnya tanpa dihitung lalu pergi.
Selanjutnya saksi Imam Baehaqi bin Suyono merasa curiga dengan uang
pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) yang baru diterimanya lalu
meminta penjaga konter di Lirboyo bernama Yudi untung
membandingkan uang tersebut dengan yang asli ternyata mengatakan
uang tersebut palsu, akhirnya saksi Imam Baehaqi bin Suyono
memberitahu bosnya dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak
Kepolisian Resort Kediri Kota.

Dalam putusan hakim menyatakan terdakwa Choirul Mashuri
tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “memalsu rupiah” dan menjatuhkan pidana
kepada terdakwa, dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)
bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila
pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan
pidana selama 3 (tiga) bulan.

Sedangkan pada UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada
pasal 36 ayat 1, 2 dan 3 berbunyi:

1) “setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 26 (1) dipidana penjara paling lama 10 tahun dan



pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).

2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa
pun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana
dimaksud dalam pasal 26 (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 tahun penjara serta denda paling banyak Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

3) Setiap orang yang mengedarkan dan/ membelanjakan Rupiah
yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana
dimaksud dalam pasal 26 (3) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 tahun penjara serta denda paling banyak Rp
50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Berdasarkan pada kronolgi kasus, pelaku sudah memenuhi ketiga
unsur tindak pidana pada pasal 36 ayat 1, 2, dan 3 dan seharusnya pelaku
dikenakan pasal berlapis, sedangkan hakim dalam memutus perkara
dengan nomor 137/Pid.Sus/2014/Pn.Kdr hanya menjatuhkan hukuman
yang dirasa menyimpang dan tidak sesuai dengan UU Nomor 7 tahun
2011 yaitu menjatuhkan hukuman hanya dengan kurungan penjara 2 (dua)
tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka
diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan.

Melalui latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji
permasalahan hukum dengan juduk “Tinjauan Hukum Pidan Islam
Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan UU NO.7 Tahun
2011 Tentang Mata Uang (Studi Putusan PN Kediri
NO.137/PID.SUS/2014/PN.KDR)”. Penelitian ini dilakukan untuk

mengetahui apakah landasan hukum yang digunakan hakim Pengadilan



Negeri Kediri dalam menyelesaikan perkara tindak pidana memalsukan

rupiah sesuai dengan hukum pidana Islam dan perundang-undangan yang

berlaku, serta tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana

tersebut.

. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan Latar Belakang di atas dapat diidentifikasi masalah-

masalah berikut:

1.

l.

Tindak pidana pemalsuan uang yang ditinjau dari hukum pidana
Islam.

Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar UU Nomor 7 Tahun 2011
tentang mata uang.

Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar UU Nomor 7 Tahun 2011

tentang mata uang dalam tinjauan pidana Islam.

. Pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim sebagai

pertimbangan dalam memutus perkara Nomor:
137/Pid.Sus/2014/Pn.Kdr.

Adapun batasan masalah dalam pembahasan ini adalah:

Pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim sebagai
pertimbangan dalam memutus perkara Nomor 137/ Pid.Sus/ 2014/

Pn.Kdr tentang pemalsuan Uang.



2. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana
pemalsuan uang berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata

Uang dalam putusan Nomor 137/Pid.Sus/2014/Pn.Kdr.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diangkat berdasarkan Latar Belakang

di atas adalah:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum dari hakim dalam memutus
Perkara No.137/ Pid.sus/ 2014/PN.Kdr tentang pemalsuan mata
uang?

2. Bagaimakah tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana
pemalsuan uang berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang
mata uang Studi Putusan PN. Kediri Nomor 137/ Pid.sus/

2014/PN.Kdr ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang
sebuah kajian atau penelitian yang pernah dilakukan di seputar masalah

yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan
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merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang pernah ada.’
Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik
yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh

peneliti sebelumnya.

Dengan pengetahuan penulis, pemalsuan yang dulunya diatur dalam
pasal 244 KUHP dan sekarang diatur dalam UU nomor 7 tahun 2011
tentang Mata Uang telah banyak dibahas terutama oleh kalangan pakar-
pakar hukum Indonesia. Masalah pemalsuan uang ini sebenarnya sudah
dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya, diantaranya skripsi yang
berjudul 7injauan Yuridis terhadap tindak pidana pengedaran mata vang
palsu ( Studi kasus putusan No. 371/pid.B/2014/PN.Mks ) yang ditulis
oleh Cindi Astryid Alif’ka S Putusan ini menindaklanjuti putusan hakim
Pengadilan Negeri Makasar tentang tindak pidana pengedaran mata
uang palsu, yang mana putusan hakim pada pelaku tindak pidana
pengedaran  mata  uang  palsu  dengan  perkara = nomor:
371/Pid.B/2011/PN.Mks yang melanggar pasal 244 KUHP dengan
dijatuhi hukuman relative meringankan pelaku, yaitu hukuman penjara

selama 3 bulan dan denda sebesar dua ribu lima ratus rupiah.'”

% Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan
Skripsi, (Surabaya: t.p., 2014).,8.

9Cindy Astryid Alif’ka S, “Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor:371/Pid.B/2011/Pn.Mks
Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu” (Skripsi—
Universitas Hasanuddin, Makasar, 2011), 11
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Skripsi yang disusun oleh Maturiyah (2009) yang berjudul studi
Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.
297/Pid.B/2004/Pn.Sby. Mengenai Tindak Pidana Pengedar Uang Palsu
ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Skripsi tersebut menjelaskan masalah
bagaiman tinjauan hukum Islam tentang tindak pidana pengedar uang
palsu yang melanggar Pasal 245 dan Pasal 33 KUHP dengan hukuman 2

(dua) tahun 8 (delapan) bulan.!!

Skripsi yang disusun oleh Arif Efendi (2007) yang berjudul Studi
Komparatif terhadap Sanksi Delik Tindak Pidana Pemalsuan Uang
Menurut KUHP Pasal 244 dan Hukum Pidana Islam Ditinjau dari Figh
Jinayah. Skripsi tersebut meneliti tentang perbedaan pemberian sanksi
terhadap tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan KUHP pasal 244 dan

Hukum Pidana Islam.'?

Dalam skripsi ini penulis menindaklanjuti putusan hakim Pengadilan
Negeri Kediri tentang tindak pidana pemlasuan uang berdasarkan UU
nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan nomor putusan:
137/Pid.Sus/2014/Pn.Kdr. Pada putusan ini dirasa hakim telah menjatuhi
hukuman yang relatif meringankan pelaku tindak pidana pemalsuan uang.

Dari pernyataan tersebut maka penulis ingin membahas putusan hakim

"' Maturiyah, “Studi Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.

297/Pid.B/2004/Pn.Sby. Mengenai Tindak Pidana Pengedar Uang Palsu Ditinjau Dari Hukum
Pidana Islam” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 12.

12 Arif Efendi, Study Komparatif Terhadap Sanksi Delik Tindak Pidana Pemalsuan Uang
Menurut KUHP Pasal 244 dan Hukum Pidana Islam Ditinjau Dari Figh Jinayah, (Skripsi—IAIN
Sunan Ampel, Surabaya, 2007),7.
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tersebut guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas, juga untuk
melengkapi penelitian-penelitian tentang tindak pidana pemalsuan
terhadap uang. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi terdahulu yaitu
skripsi ini menggunakan dasar hukum UU No 7 tahun 2011 tentang mata

uang sedangkan skripsi terdahulu masih menggunakan KUHP.

E. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan ilmiah tentu memiliki tujuan pokok yang akan
dicapai atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, penulis

merumuskan tujuan penelitian skripsi sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam
putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2014/PN.Kdr tentang tindak pidana
pemalsuan Uang.

b. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi
pidana dalam putusan nomor : 137/Pid.Sus/2014/PN.Kdr tentang

tindak pidana pemalsuan Uang.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini mencakup kegunaan

teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :
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a. Kegunaan Teoritis
Untuk memberikan sumbangan dan pemikiran dan ilmu
pengetahuan hukum pidana guna mendapatkan data secara
obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap
masalah yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan
tindak pidana pemalsuan uang.

b. Kegunaan Praktis
Untuk menambah wawasan pengetahuan dan bahan tambahan
bagi perpustakaan atau bahan informasi kepada seluruh pihak
yang berkompeten mengenai analisis pemidanaan tindak pidana

pemalsuan uang.

G. Definisi Operasional
Dalam hal ini penulis akan terlebih dahulu menjelaskan tentang
Defini Operasional terkait dengan judul “Tinjauan hukum Pidana Islam
Terhadap Tindak Pidana Pemalasuan uang Berdasarkan UU Nomor 7
Tahun 2011 tentang Mata Uang ; Study Putusan PN Kediri Nomor 137/
Pid.Sus/ 2014/ Pn.Kdr”.
1.Hukum pidana Islam adalah : Ilmu tentang syara’ yang berkaitan

dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan
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hukumannya yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Teori

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Jarimah ta zir "3

2.Tindak pidana Pemalsuan adalah : kejahatan yanng di dalamnya
mengandung sistem ketidak benaran mengganti bahan, ukuran,
warna, gambar, atau desaignnya menyerupai Rupiah yang dibuat,
dibentuk, dicetak, digandakan, diederkan, atau digunakan sebagai
alat pembayaran secara melawan hukum.'4

3.Rupiah atau Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara

Kesatuaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.'>

H. Metode Penelitian
Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif
dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif
berupa data tertulis dari dokumen, Undang-Undang dan artikel yang
dapat ditelaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian akurat dalam
menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka
menggunakan metode:
1. Data yang dikumpulkan
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research).

Penelitian dilakukan terhadap buku-buku rujukan yang mebicarakan

13 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar

Grafika,2004), 2.
14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
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tentang tindak pidana, mata uang sebagai transaksi, kejahatan
mengenai pemalsuandan data-data tentang proses pemalsuan uang,
serta Putusan Pengadilan Negeri Kediri nomor:
137/Pid.sus/2014/Pn.Kdr. Hal ini dilakukan guna meninjau bentuk
sanksi pelaku pemlasuan Uang berdasarkan UU nomor 7 tahun 2011
tentang Mata Uang dan bentuk sanksi berdasarkan Hukum pidana
Islam.
2. Sumber data
Sumber data penelitian ini meliputi :
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer merupakan data yang bersifat
utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapat
sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan
penelitian yaitu putusan Pengadilan Negeri Kediri nomor:
137/Pid.sus/2014/Pn.kdr dan UU nomor 7 tahun 2011
tentang Mata Uang.
b. Sumber Data sekunder
Sumber data sekunder merupakan data yang bersifat
membantu atau menunjang dalam melengkapi dan
memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai
sumber data primer, seperti dokumentasi, buku-buku serta
apapun yang berkaitan dengan obyek penelitian,

diantaranya:
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1). Adami Chazawi, Tindak Pidana Pemalsuan

2). Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum
Pidana Islam

3). M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah

4). M. aruqan Nabahan, Sistem Ekonomi Islam

5). Ahmad Hasan, Mata Uang Islami

5. Teknik pengumpulan data
Sesuai dengan bentuk penelitian yakni kajian pustaka (Library

Research), maka penelitian ini dilakukan menggunakan:

a. Tekhnik dkumentasi yaitu tekhnik mencari data dengan cara
membaca dan menelaah dokumen, dalam hal ini dokumen
putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor
137/Pid.Sus/2014/Pn.Kdr.

b. Teknik Kepustakaan yaitu dengan cara mengkaji /iterature atau
buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data
Penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang

penulis dapatkan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Organizing: Suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan,
pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.

b. Editing : Kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta
menghilangkan keraguan akan kebenaran/ ketepatan data

tersebut.
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¢. Analyzing: yaitu menganalisis kesesuaian antara UU Nomor 7
tahun 2011 tentang mata uang, dengan putusan pengadilan
negeri Kediri Nomor 137/Pid.sus/2014/Pn.Kdr. berdasarkan
hukum pidana Islam.

6. Teknik Analisis Data
Penulisan ini menggunakan teknik deskriptif analisis
verivikatif, yaitu teknik analisa yang menggambarkan data sesuai
dengan apa adanya dalam hal ini data tentang dasar dan
pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan negeri

Kediri Nomor 137/Pid.sus/2014/Pn.Kdr kemudian dianalisa dan

diverifikasi dengan teori hukum pidana Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarah tercapainya tujuan pembahasan skripsi, maka
penulis membuat sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari lima
bab. Masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, penulis mengemukakan latar belakang masalah,
batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,
kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis menguraikan tentang Teori Jarimah ta’zir

yang terdiri dari: Pengertian ta’zir, Dasar hukum ¢a’zir, tujuan sanksi



18

ta’zir, macam-macam fa’zir, dan Sanksi perbuatan ta’zir dan Teori
gharar.

Bab ketiga, penulis menguraikan tentang putusan Pengadilan
Negeri Kediri yang dimana pada bab ini akan berisi tentang kasus
posisi serta dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus
perkara pemalsuan uang.

Bab keempat, pada bab ini penulis ingin menjabarkan tentang
analisis terhadap Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak
Pidana Pemalsuan Uang berdasarkan UU no 7 tahun 2011 tentang
Mata Uang (study Putusan Pengadilan Negeri Kediri nomor
137/pid.sus/2014/Pn.Kdr).

Bab kelima, pada bab ini merupakan bagian terakhir dari

penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.



